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LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1. Lembaran Wawancara 

 
FORM WAWANCARA 

Petunjuk Pengisian: 
 

Berikan tanda centang (✓) pada kolom 'Ada' apabila kondisi atau pernyataan benar dan 
dapat dibuktikan atau pada kolom 'Tidak Ada' apabila tidak tersedia atau tidak diterapkan. 

Variabel 1 – Identifikasi Pelaksanaan Distribusi 
 

No Pertanyaan Ya Tidak 

 
1 

Apakah PBF MPI memiliki alur distribusi tertulis yang mencakup 

proses pemesanan, pengeluaran barang, pengiriman dan 

pembayaran? 

 
✓ 

 

2 Apakah alur distribusi tersebut digunakan sebagai pedoman nyata 

dalam kegiatan operasional harian? 
✓ 

 

3 Apakah setiap barang yang diterima dan dikeluarkan dicatat dalam 

kartu stok atau sistem pencatatan resmi? 
✓ 

 

4 Apakah tersedia dokumen transaksi distribusi seperti faktur dan 

surat pesanan sebagai bukti pendukung? 
✓ 

 

5 Apakah proses distribusi dapat ditelusuri secara fisik dan 

administratif dari gudang hingga pelanggan? 
✓ 

 



Variabel 2 – Kesesuaian Sistem Distribusi 
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No Pertanyaan Ya Tidak 

 
1 

Apakah PBF MPI memiliki izin resmi sebagai Pedagang 

Besar Farmasi dan Distributor Alat Kesehatan yang masih 

berlaku? 

 
✓ 

 

2 
Apakah PBF MPI memiliki SOP tertulis yang mengatur 

kegiatan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan? 
✓ 

 

 
3 

Apakah penyimpanan sediaan farmasi dilakukan sesuai 

ketentuan CDOB dan CDAKB, termasuk pengaturan suhu 

dan kelembapan? 

 
✓ 

 

4 
Apakah tersedia bukti pemantauan suhu gudang dan cold 

chain yang dilakukan secara rutin? 
✓ 

 

 
5 

Apakah sistem distribusi yang diterapkan telah sesuai dengan 

ketentuan CDOB dan CDAKB berdasarkan dokumen dan 

praktik lapangan? 

 
✓ 

 

 
 
Variabel 3 – Analisis Kendala Operasional 
 

No Pertanyaan Ya Tidak 

 
1 

Apakah PBF MPI memiliki mekanisme atau prosedur untuk 

mengidentifikasi kendala operasional dalam proses 

distribusi? 

 
✓ 

 

2 
Apakah kendala operasional yang muncul dapat ditangani 

tanpa mengganggu kelancaran distribusi? 
✓ 

 

3 
Apakah terdapat pencatatan atau pelaporan internal terkait 

kendala operasional yang terjadi? 
✓ 

 

4 
Apakah APJ atau manajemen melakukan evaluasi terhadap 

kendala operasional yang ditemukan? 
✓ 

 

5 
Apakah hasil analisis kendala operasional digunakan sebagai 

dasar perbaikan sistem distribusi? 
✓ 

 



Variabel 4 – Evaluasi SDM dan Sarana Prasarana 
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No Pertanyaan Ya Tidak 

1 
Apakah PBF MPI memiliki struktur organisasi yang jelas dalam 

pengelolaan distribusi? 
✓ 

 

 
2 

Apakah terdapat Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang 

memiliki Surat Izin Praktik dan melakukan pengawasan 

distribusi? 

 
✓ 

 

3 
Apakah gudang dan fasilitas penyimpanan memenuhi 

persyaratan keamanan dan kebersihan sesuai regulasi? 
✓ 

 

4 
Apakah tersedia sarana keselamatan dan keamanan seperti APD, 

CCTV, fire alarm dan APAR? 
✓ 

 

5 
Apakah sarana dan prasarana distribusi digunakan serta 

dipelihara secara aktif dalam kegiatan operasional? 
✓ 

 

 
 
 
 
Variabel 5 – Rekomendasi Perbaikan (Corrective dan Preventive Action) 
 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah PBF MPI memiliki mekanisme identifikasi 

ketidaksesuaian dalam sistem distribusi? 
✓ 

 

2 Apakah tindakan perbaikan (Corrective Action) dilakukan 

ketika ditemukan ketidaksesuaian distribusi? 
✓ 

 

3 Apakah tersedia dokumen atau form penanganan komplain 

pelanggan sebagai bagian dari Corrective Action? 
✓ 

 

4 Apakah terdapat tindakan pencegahan (Preventive Action) 

untuk mencegah terulangnya permasalahan distribusi? 
✓ 

 

5 Apakah tindakan perbaikan dan pencegahan didokumentasikan 
serta ditindaklanjuti oleh manajemen? 

✓ 
 



Lampiran 2. Ethical Clearance 
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Lampiran 3. Lembar Persetujuan Responden 
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Lampiran 4. Kantor Cabang PBF Millennium Pharmacon International Kota 
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Batam 
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Lampiran 5. Proses Wawancara APJ PBF Millennium Pharmacon 

International Kota Batam 
 



Lampiran 6. Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi PT. MPI Kota Batam 
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Lampiran 7. Izin Cabang Distributor Alat Kesehatan PT. MPI Kota Batam 
 



Lampiran 8. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan 
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Lampiran 9. SOP Perusahaan (Kebujakan Anti Korupsi) 
 
 



Lampiran 10. Alur Distribusi Tertulis PBF MPI Kota Batam (Proses Bisnis 
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Pemesanan) 
 

 

 
 
 

Lampiran 11. Alur Distribusi Tertulis PBF MPI Kota Batam (Proses 

Pengeluaran Barang dari Gudang) 
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Lampiran 12. Alur Distribusi Tertulis PBF MPI Kota Batam (Proses 

Pengiriman Barang) 
 
 
 

 
Gambar 1. Alat Distribusi Tertulis PBF MPI Kota Batam (Proses Bisnis 
Pembayaran) 
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Lampiran 13. Surat Izin Praktik APJ PBF Millennium Pharmacon Indonesia 

Kota Batam 

 



Lampiran 15. Denah Gedung Kantor dan Gudang PBF Millennium 
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Pharmacon Indonesia Kota Batam 
 
 

 
 



Lampiran 16. Struktur Organisasi PT. MPI Kota Batam 
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Lampiran 17. Stok Kartu barang 

 
 



Lampiran 18. Form Penanganan Komplain dari Pelanggan 
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Lampiran 19. Kartu Monitoring Suhu Ac Gudang dan Suhu Ruang Sejuk 
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Lampiran 20. Kartu Monitoring Suhu Ac Gudang dan Suhu Ruang Sejuk 

 



Lampiran 21. Gudang Farmasi dan Alat Kesehatan PT. PBF MPI Kota Batam 
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Lampiran 22. Rak Penyimpanan Farmasi dan Alat Kesehatan 
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Lampiran 23. Chiller Penyimpanan Sediaan Farmasi 

 
 



Lampiran 24. Kendaraan Distribusi PBF MPI Kota Batam 
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Lampiran 25. Thermohygrometer 
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Lampiran 26. Helm Keselamatam 
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Lampiran 27. Fire Alarm Bell 

 
 



Lampiran 28. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 
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